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Kemenkumham Jateng Ikuti Rapat Pelaksanaan RB Tahun 2023

SEMARANG - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdasarkan Grand Design
2020-2024 mengalami revisi dalam perjalanannya. Hal ini disebabkan adanya
faktor tak terduga selama berlangsungnya Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian dan Lembaga seperti pandemi Covid-19.



Kementerian PANRB sendiri sebagai pembina dan pengawas sendiri sedang
memproses sebuah aturan baru terkait penajaman pelaksanaan RB di
Kementerian dan Lembaga.
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PROBLEM HULU
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Kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat (antar K/L)
masih terkesan silo (fragmented) dan tumpang tindih, sehingga
menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemda

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya
pengawasan dan sistem merit

3. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran

Budaya birokrasi: berAKHLAK yang belum terimplementasi
dengan baik

ISU STRATEGIS TERKAIT REFORMASI

BIRORKASI

1. Pelayanan publik
a. Dasar (pendidikan, kesehatan, akses pada air bersih)
b. Administratif (KTP, KK, SIM, Akte)
c. Perijinan

d. Sosial (bantuan sosial)

2. Stunting

3. Kemiskinan

5. Kualitas SDM ASN yang belum merata

6. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu 4. Lapangan kerja

pengetahuan dan teknologi (Contoh: transformasi digital) .
5. Perizinan

7. RB hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi

8. Komitmen pimpinan daerah terhadap RB yang rendah. (Contoh: 6. Inflasi

belum ada reward and punishment)
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Berdasarkan hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar rapat
pelaksanaan RB Tahun 2023, Senin (06/02/2023).

Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Bagian Program Humas Toni
Sugiarto, hadir mengikuti rapat tersebut secara virtual dari Kantor Wilayah.

Kepala Biro Perencanaan lda Asep Somara yang berkesempatan membuka
rapat mengatakan pentingnya kegiatan ini karena terdapat perubahan-perubahan
dalam pelaksanaan RB.

"Ini sangat penting bagi kita untuk menginternalisasi program-program ini ke
satuan kerja." Ujarnya.

Sementara Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan RB
pada Kementerian PANRB Agus Uji Hantara yang menjadi narasumber
mengatakan bahwa Kemenkumham termasuk salah satu Kementerian yang
konsisten melaksanakan RB.

Namun secara keseluruhan di Kementerian Lembaga masih terdapat gap dari
apa yang diharapkan presiden dan grand design RB pada capaian di fase ketiga
ini.

"Kita rasakan bahwa capaian fase roadmap ketiga, kita masih banyak PR dan
harus lebih fokus. Oleh karena itu kami melakukan beberapa hal terkait
perbaikan kebijakan,"

"Jika melihat dari indeks di Kementerian Lembaga secara keseluruhan sudah
bagus, namun dampak belum dirasakan masyarakat. Untuk itu perlu disusun
kebijakan baru atau strategi baru yaitu RB Tematik." Jelas Agus.



RB Tematik sendiri diharapkan mampu menyelesaikan isu strategis atau problem
hilir yaitu Pelayanan Publik, Stunting, Kemiskinan, Lapangan Pekerjaan,
Perizinan, hingga Inflasi.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan Agus Uji Hantara dan diskusi dua arah
dengan para peserta yang terdiri dari seluruh Kantor Wilayah.
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